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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan data yang dilansir dari BPS Kota Tegal tahun 2021, jumlah 

penduduk Kota Tegal pada tahun 2020 sebanyak 273.825 jiwa di mana meningkat 

tajam dari tahun 2019 sebanyak 249.905 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk 

diikuti dengan peningkatan jumlah hunian baru di Kota Tegal. Banyak penduduk 

yang membangun rumah secara swadaya pada lokasi baru yang belum tersedia 

sarana dan prasarana dasar permukiman yang ideal dan rumah dibangun tanpa 

memerhatikan aspek kelayakan huni sebuah bangunan. 

Ketidaklayakan bangunan sebagai hunian dan tidak tersedianya sarana, 

prasarana, dan utilitas dasar permukiman kawasan perkotaan dapat menyebabkan 

munculnya permukiman kumuh. Permukiman kumuh utamanya pada kawasan 

perkotaan muncul akibat adanya ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan 

yang tinggi, kualitas bangunan serta sarana dan prasarana permukiman yang tidak 

memenuhi syarat. Kemunculan permukiman kumuh pada kawasan perkotaan yang 

tidak segera ditangani dapat menyebabkan lokasi menjadi semakin kumuh dan 

menimbulkan akibat lain yang tidak diprediksi sebelumnya. 

Terwujudnya permukiman tak kumuh di Kota Tegal terus diupayakan oleh 

pemerintah daerah dengan keikutsertaan dalam Program Kota Tanpa Kumuh 

(KOTAKU) yang diselenggarakan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. 

Keikutsertaan Pemerintah Kota Tegal dalam Program KOTAKU dapat membantu 

pemerintah daerah dalam menangani kawasan permukiman kumuh dengan 

meningkatkan kualitas permukiman kumuh serta mencegah munculnya 

permukiman kumuh baru di Kota Tegal. 

Peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Tegal dapat dilakukan 

apabila telah diketahui kondisi dan permasalahannya. Untuk mengetahui kondisi 

dan permasalahan pada permukiman kumuh, perlu adanya kajian identifikasi 

permukiman kumuh di Kota Tegal. Identifikasi permukiman kumuh dilakukan 

dengan memerhatikan kemampuan penduduk mengakses air bersih, sanitasi, 

lingkungan yang aman, keruangan rumah yang layak, dan bangunan rumah yang 

terproteksi dengan baik (Patel et al. 2020). Identifikasi tersebut tak terlepas dari 

faktor sosial dan faktor ekonomi seperti mata pencaharian dan karakteristik 

penduduk. Kesesuaian wilayah permukiman dengan rencana tata ruang wilayah 

(Hartini 2019) serta fungsi strategis kota perlu diperhatikan agar ditemukan 

penyelesaian secara cermat dan tepat. Oleh sebab itu, perlu adanya pendekatan 

secara holistik untuk mengidentifikasi solusi atas permasalahan yang ditemukan 

guna meningkatkan kualitas permukiman kumuh di Kota Tegal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bertambahnya jumlah penduduk diikuti dengan bertambahnya kebutuhan 

rumah baru di Kota Tegal. Pembangunan rumah baru pada lokasi yang belum 

tersedia sarana dan prasarana dasar permukiman serta dijumpainya kondisi rumah 

yang tidak layak huni menyebabkan lokasi permukiman menjadi kumuh. Oleh 
sebab itu, penulis merumuskan masalah yang terdapat pada topik ini antara lain: 

1. Bagaimana kondisi dan permasalahan yang dijumpai pada permukiman 

kumuh di Kota Tegal? 
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2. Bagaimana langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

permukiman kumuh di Kota Tegal? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari 

penulisan laporan akhir ini antara lain: 

1. Menjabarkan kondisi permasalahan pada permukiman kumuh di Kota Tegal. 

2. Mengidentifikasi kegiatan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh 

di Kota Tegal. 

 

II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Permukiman Kumuh 

Permukiman sebagai suatu kawasan hunian masyarakat apabila tidak 

terkelola dengan baik dapat menurunkan estetika kelayakan huni sehingga 

memunculkan kesan kumuh. Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2011, 

permukiman kumuh ialah permukiman yang tidak layak huni karena 

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas 

bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pengertian 

serupa juga disampaikan oleh  di mana permukiman kumuh ialah permukiman yang 

memiliki kekurangan dalam mengakses aspek penting permukiman seperti air 

bersih, fasilitas sanitasi, kelayakan lingkungan permukiman yang cukup, daya tahan 

permukiman, dan keamanan sebagai tempat tinggal (UN Habitat 2016). 

Permukiman kumuh dapat muncul pada kawasan perdesaan maupun kawasan 

perkotaan. Permukiman kumuh yang muncul pada wilayah perkotaan tidak dapat 

dihindarkan, terutama pada wilayah yang tidak direncanakan sebagai wilayah 

hunian sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah daerah setempat (Hartini 

2019). permukiman pada kawasan perkotaan dapat dijumpai dengan kepadatan 

yang sangat padat dengan lebih dari 500 orang/ha dengan kondisi sosial-ekonomi 

sangat rendah (Pamekas 2018). 

2.2 Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh 

Permukiman kumuh menurut Pamekas (2018) utamanya muncul disebabkan 

oleh semakin tingginya laju urbanisasi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah (MBR) dan belum optimalnya pelaksanaan peraturan. Menurut Wimardana 

dan Setiawan (2016) permukiman kumuh muncul disebabkan oleh empat kriteria 

yaitu kondisi fisik bangunan, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kondisi sarana 

dan prasarana permukiman, serta kondisi pengendalian hukum. 

Kondisi fisik bangunan meliputi ketidaklayakan suatu bangunan menjadi 

bangunan layak huni dan bangunan sehat, seperti dinding terluas bukan tembok, 

atap terluas berupa dedaunan, dan lantai terluas berupa tanah. Kondisi sosial-

ekonomi masyarakat meliputi kondisi ekonomi yang memiliki penghasilan rendah 

dan kondisi sosial dari riwayat tamatan sekolah dan kondisi kebudayaan setempat. 

Kondisi sarana dan prasarana permukiman meliputi tidak tersedia atau kurang 

terjangkaunya sarana dan prasarana dasar permukiman pada seluruh kawasan 


